
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI JEMBER 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR IV TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEMBER, 

a. bahwa dalam rangka tercapainya kesamaan pen an dan 
penafsiran penyelenggaraan tata naskah din i lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Jember serta te U"t1S1u,i1 keterpaduan 
pengelolaan tata naskah dinas .>""''.>1-··r administrasi 
umum, perlu Pedoman dan P skah Dinas· 

b. bahwa Peraturan Bu~:1+---Jtm11> ahun 0 
tentang Tata N~~tJtl erintah 
Kabupaten agi dengan 
perkecJn1~~tp ndang-undangan, 

g 
• .,,~,.,.., gan sebagaimana dimaksud 

f b, perlu menetapkan Peraturan 
askah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

ang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat 
Sekretaris Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah de~;au 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Ta 2018 
(Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional No 
tentang Pedoman Tata Naskah Din , 

9. Peraturan Daerah KabupatelJ---,~~~ 

ahun 2014 

ahun 2016 
~:aittg at D 

6 mor 3, 
tentang Pembentukan __,,.cig.,«: 1 

(Lembaran Daerap.,--r~,q~ 
Tambahan !,er~!fi UIH''-1-"'1"1 u:efJJ.b<':rr Nomor 3), 

raturan Daerah 
(Lembaran Daerah 

n Nomor 1, Tambahan 
en Jember Nomor 1); 

RATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Jember. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Jember. 
3. Bupati adalah Bupati Jember. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jember. 
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5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten terdiri dari Sekretariat 
Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis 
Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. 
8. Lembaga Teknis adalah Badan, Rumah Sakit, dan Kantor di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. 
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD 

Kabupaten adalah Sekretariat Kepala Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan 
dan Lembaga lain. 

10. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur 
pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk 
melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan. 

11. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang 
meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, 
pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta 
media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 

12. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat k nikasi 
kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan ole ejabat yang 
berwenang di lingkungan Pemerintah Kabup_atep~ 

13. Format adalah naskah dinas yang me 
redaksional, serta penggunaan 1 rJ ~ 

14. Stempel/cap dinas adalal).,-,~~aj i e · 
atau SKPD. 

ata letak dan 
,-.~ ... , _, ..... ,., dinas. 

atu jab,.,..._. 

15. Kop naskah di 
ta-Sl'CT=!JPl~~&ti ! 

Yl"'I'"~ I'f1c:~!JlJUkan jabatan 
n agian atas kertas. 

o urat yang menunjukan 
yang ditempatkan dibagian 

yang melekat pada suatu 
'A· "'e"c11L,;u11 

J,}_ e e v~,rl,,ct.ah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari 
e· epada pejabat atau pejabat dibawahnya. 
andat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan 

kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas 
nama yang memberi mandat. 

20. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan 
tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk 
menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan 
kewenangan pada jabatannya. 

21. Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan 
oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

22. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan 
oleh Bupati. 
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23. Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan 
oleh dua atau lebih kepala daerah. 

24. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, 
individual, dan final. 

25. Keputusan Kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, 
konkrit dan final. 

26. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah 
dari bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas 
pemerintahan. 

27. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, 
penjelasan dan/ a tau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu 
yang dianggap penting dan mendesak. 

28. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, 
pertanyaK keterangan adalah naskah dinas yang berisi 
pemyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk 
menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal. 

29. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang dituj n 
kepada bawahan yang berisi perintah untuk mel anakan 
pekerjaaan tertentu. 

30. Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi Pt:tse·t J an terhadap 
suatu permohonan yang dikeluar ejabat yang 
berwenang. 

31. Surat Perjanjian adalah ~~~I ll!11.1l't::1 

bersama antara dua J)l::IJ;l.lP/'J~l 
tindakan atau ,.....,...,,=,,a 

32. Surat Pe~· i:tatl] r1u'.Ml 
ditlJJIJ~n 

¢1'1s:elJ,a!Clati bersama. 
ciari atasan yang 

erisi perintah untuk 
i gan tugas dan fungsinya. 

a inas adalah naskah dinas dari 
kepada bawahan atau pejabat tertentu 

aJK~p.a:Kan perjalanan dinas. 
K't:!j3.Sl1adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang 

e bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas 
amanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam 

rangka kedinasan. 
35. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang 

berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang 
tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara 
kedinasan. 

36. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari 
pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang 
pegawai telah menjalankan tugas. 

37. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang 
berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk 
menghadap. 

38. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi 
komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada 
bawahan dan dari bawahan kepada atasan. 

39. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas 
untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan. 
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40. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang 
berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan. 

41. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan 
antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran
saran secara sistematis. 

42. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang 
berisi pemberitahuan yang bersifat umum. 

43. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang 
berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan 
tugas kedinasan. 

44. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang 
berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat 
dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. 

45. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah 
barang yang berfungsi sebagai tanda terima. 

46. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi 
hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik. 

4 7. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan 
peraturan daerah. 

48. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundan 
Peraturan Bupati. 

49. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi 
sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pil' ~~ 

50. Notulen adalah naskah dinas yang me~"°r"1-' t1~!.Jlq 
atau rapat. 

51. Memo adalah naskah dinaS----cfa.l;·11t)e 
catatan tertentu. 

52. Daftar Hadir a.~"'+'1 
ket g. 

yang berwenang berisi 
U-ll""<>-""'.ah dicapai atau keteladanan 

i,t~,.~l--'fj¥j.at'_,renctidikan dan Pelatihan disingkat STIPP 
•n 1,,,.,,1::...-,,s yang merpakan tanda bukti seseorang telah 

lus en<,J~ . .t\.an dan pelatihan tertentu. 
Se'rtjJtik:at adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti 

seorang telah mengikuti kegiatan tertentu. 
6. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah 

dinas. 
57. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu 

naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut. 
58. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas 

dianggap tidak pernah dikeluarkan. 

BAB II 
TATA NASKAH DINAS 

Pasal 2 

Asas tata naskah dinas terdiri atas: 
a. asas efisien dan efektif; 
b. asas pembakuan; 
c. asas akuntabilitas; 



-6-

d. asas keterkaitan; 
e. asas kecepatan dan ketepatan; dan 
f. asas keamanan. 

Pasal 3 

(1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, 
penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi 
informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, 
benar dan lugas. 

(2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
b, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan. 

(3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat 
dipertanggungjawabkan dari segi 1s1, format, prosedur, 
kewenangan, keabsahan dan dokumentasi. 

(4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, 
yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan 
sistem. 

(5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaks dalam 
Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas disele arakan tepat 
waktu dan tepat sasaran. 

(6) Asas keamanan sebagaimana dimak 
yaitu penyelenggaraan tata n rt{inkis\ 
fisik dan substansi. 

Pasal 5 

(1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, 
diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan 
pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah 
ejaan didalam pengetikan. 

(2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 
b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik 
dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan 
tepat. 

(3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 

(4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan 
meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif. 
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Pasal 6 

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut: 
a. pengelolaan surat masuk; 
b. pengelolaan surat keluar; 
c. tingkat Keamanan; 
d. kecepatan proses; 
e. penggunaan kertas surat; 
f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan 
g. warna dan kualitas kertas. 

Pasal 7 

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf a, dilakukan melalui: 
a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui 

tahapan: 
1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta 

didistribusikan ke unit pengelola; 
2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan 

surat dan arahan pimpinan; dan 
3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha 

b. copy surat jawaban yang mempunyai te 
kepada yang berhak; dan 

c. alur surat menyurat diseleng:imralm1i71:tl 
tingkat pimpinan terti.~~/jr~ 
terendah yang berwenaJ1,g: 

an: 

disampaikan 

anisme dari 
stru 

cu __ ... .,·1-',araf secara berjenjang dan terkoordinasi 
n kewenangannya dan diagendakan oleh 

n - 1ng unit tata usaha dalam rangka pengendalian; 
c..,_,r"~•_,,·eluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang 

erwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata 
usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah; 

c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera 
dikirim; dan 

d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha. 

Pasal 9 

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, 
dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas 
sebagai berikut: 
a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang 

materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat 
hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan 
keselamatan negara. 
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b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan 
sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak 
kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa. 

c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat 
keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat. 

d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi 
dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang 
berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan 
pembangunan. 

e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan 
sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang 
tidak berhak. 

Pasal 10 

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, 
sebagai berikut: 
a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat 

diterima; 
b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterim · 
c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat · erima; 

dan 
d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 h,<>r,;.,i,:;,,.;·r6la setelah surat 

diterima. 

Penggunaan Pasal 6 
hurufe, seb1~at:l:1¢f:i~ 
a. kerur1'<..---v:c1.-.a__,.,,~njal{~ adalah HVS 80 

as 80 gram atau jenis lain, hanya 
naskah dinas yang mempunyai nilai 

,~:.•'l' LJjniari,teftemu dan nilai kegunaan dalam waktu lama; 
e e 1 surat berlambang negara berwarna kuning emas 

a ogo daerah berwama dicetak di atas kertas 80 gram; 
ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah 
Folio/F4 (215 x 330 mm); 

e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, paper dan 
laporan adalah A4 (215 x 297 mm); dan 

f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah AS (165 x 
215 mm). 

Pasal 12 

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut: 
a. penggunaan jenis huruf pica; 
b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; 
c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan; 
d. ruang tepi sebelah atas 3 kait di bawah garis kop naskah dinas 

atau menyesuaikan ukuran; 
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e. ruang tepi sebelah bawah 5 kait dari tepi kertas sebelah bawah 
atau menyesuaikan ukuran; 

f. ruang tepi sebelah kiri 7 sampai 20 ketuk dari tepi kertas 
sebelah kiri atau menyesuaikan ukuran; dan 

g. ruang tepi sebelah kanan 7 ketuk dari tepi kertas sebelah kanan 
atau menyesuaikan ukuran. 

Pasal 13 

Wama dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf g, berwama putih dengan kualitas baik. 

BAB III 
NASKAH DINAS 
Bagian Kesatu 

Bentuk dan Susunan Produk Hukum 
Pasal 14 

Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingku.=-
pemerintah kabupaten, terdiri atas: 
a. Peraturan Daerah ; 
b. Peraturan Bupati ; 
c. Keputusan Bupati; dan 
d. Kesepakatan Bersama Bupati. 

sutat1!:eterangan; 
surat perintah; 
surat izin; 

g. surat perjanjian; 
h. surat perintah tugas; 
1. surat perintah perjalanan dinas; 
j. surat kuasa; 
k. surat undangan; 

rat di lingkungan pemerintah 

1. surat keterangan melaksanakan tugas; 
m. surat panggilan; 
n. nota dinas; 
o. nota pengajuan konsep naskah dinas; 
p. lembar disposisi; 
q. telaahan staf; 
r. pengumuman; 
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s. laporan; 
t. rekomendasi; 
u. surat pengantar; 
v. telegram; 
w. lembaran daerah; 
X. berita daerah; 
y. berita acara; 
z. notulen; 
aa. memo; 
ab. daftar hadir; 
ac. piagam; 
ad. sertifikat; dan 
ae. STIPP. 

BAB IV 
PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, 

PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT 
Pasal 16 

(1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan je pelimpahan 
san kepada wewenang dalam hubungan internal 

pejabat setingkat dibawahnya. 
(2) Untuk beliau yang disingkat u . -··~·~·~ 

wewenang dalam hubug.g~----7 ilfilt!>,!,', <> 

pejabat dua tingkat_di:1im,,~]~mral 
(3) Tanggung jaw 

pelimpahan 
san ke 

llii..--ay.at1 l) dan ayat 
(2) tetap __befe<lf ti:ll<!la' an wewenang dan 

,lm.I?al'lrB.n wewenang harus 
pejabat yang melimpahkan 

Pasal 17 

tugas yang disingkat Pit merupakan pejabat 
pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan 

wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat 
definitif belum dilantik. 

(2) Pit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan 
Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Keputusan Gubernur 
atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan 
dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. 

(3) Pit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab 
atas naskah dinas yang dilakukannya. 

Pasal 18 

(1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Pih merupakan pejabat 
sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan 
wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat 
definitif berhalangan sementara. 
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(2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan 
Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Keputusan Gubemur 
atau Keputusan Bupati/Walikota dan berlaku paling lama 3 
(tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. 

(3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang 
dilakukannya kepada pejabat definitif. 

Pasal 19 

(1) Penjabat yang disingkat Pj merupakan pejabat sementara untuk 
jabatan Gubemur dan Bupati 

(2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas 
pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan 
pejabat definitif. 

BABV 
PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, 
DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 
Paraf 

Pasal 20 

( 1) Setiap naskah dinas 
diparaf. 

(2) Naskah dina~o~ijl.lil 
pada setiap 

ada ayat (1) dan ayat (2) 
t:c':pmft secara horizontal dan vertikal. 

:J:pagajigl.a~,,,d1maksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ud,alkan-- tangan singkat sebagai bentuk 

:rft1.1'4tgi.;1r1gjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi 
m:1,nA'lengetikan naskah dinas. 

araf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 
a. paraf hierarki; dan 
b. paraf koordinasi. 

Bagian Kedua 
Penulisan Nama 

Pasal 21 

(1) Penulisan nama Bupati dan Wakil Bupati, pada naskah dinas: 
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak 

menggunakan gelar; dan 
b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar. 

(2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat. 
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Bagian Ketiga 
Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten 
Pasal 22 

(1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan peraturan perundang-undangan serta dalam bentuk 
surat yang materinya memuat kebijaksanaan dan atau 
pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. 

(2) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan 
kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, 
Bupati di Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, Menteri / 
Anggota Kabinet, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan 
masyarakat. 

(3) Apabila Bupati berhalangan, penandatanganan naskah dinas 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilakukan 
Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 23 

(1) Bupati dapat mendelegasikan 
dibidang pelayanan yang bersi 
Perangkat Daerah ------!M'lllJ:fcf./r¢ 
terpadu. 

(2) Penyelenggara<>n---ne,n'7 
f 

perizinan 
pada Kepala 

ada ayat (1) 
Jawab Perangkat 

Bt1mur"ni,en:andatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
na.i~,pioduk-produk hukum sebagai petunjuk pelaksanaan 

elah ditetapkan oleh Bupati serta dalam bentuk dan 
usunan surat sesuai tugas dan tanggung jawabnya. 

(2) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan 
kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, 
Presiden, Wakil Presiden, Menteri / Anggota Kabinet, Pimpinan 
Lembaga Non Departemen, Pimpinan Organisasi 
Kemasyarakatan serta pihak lain yang dianggap perlu. 

(3) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri 
atas: 
a. surat biasa; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; 
d. surat izin; 
e. surat perintah tugas; 
f. surat keterangan melaksanakan tugas; 
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g. nota dinas; 
h. lembar disposisi; 
1. telaahan staf; 
J. laporan; 
k. rekomendasi; dan 
1. memo. 

(4) Wakil Bupati atas nama bupati menandatangani naskah dinas 
meliputi: 

(1) 

l. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; 
dan 

2. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 terdiri atas: 
1. surat edaran; 
2. surat biasa; 
3. surat keterangan; 
4. surat perintah; 
5. surat izin; 
6. surat perintah tugas; 
7. surat keterangan melaksanakan tugas; 
8. nota dinas; 
9. lembar disposisi; 
10. pengumuman; 
11. telegram; 
12. berita acara; 
13. piagam; dan 
14. sertifikat. 

t'J-"i"•~t,.,- enandatangani naskah 
u produk-produk hukum yang 
eraturan teknis dan petunjuk 

,vi.rP1rn"Jaksanaan Pemerintah Kabupaten yang 

,..-,~~-_..,, aerah atas nama Bupati menandatangani naskah 
dalam bentuk dan susunan surat yang materinya 

merupakan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dari suatu 
kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan. 

(3) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang ditujukan kepada 
pejabat Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain 
yang dianggap perlu. 

(4) Sekretaris Daerah berdasarkan wewenang jabatannya 
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan 
surat dalam rangka pengaturan dan atau koordinasi teknis 
administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 26 

(1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk 
dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
terdiri atas: 
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a. surat biasa; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; 
d. surat izin; 
e. surat perjanjian; 
f. surat perintah tugas; 
g. surat perintah perjalanan dinas; 
h. surat kuasa; 
i. surat undangan; 
J. surat keterangan melaksanakan tugas; 
k. surat panggilan; 
I. nota dinas; 
m. nota pengajuan konsep naskah dinas; 
n. lembar disposisi; 
o. telaahan staf; 
p. pengumuman; 
q. laporan; 
r. rekomendasi; 
s. surat pengantar; 
t. lembaran daerah; 
u. berita daerah; 
v. berita acara; 
w. notulen; 
x. memo; 
y. daftar hadir; dan 
z. sertifikat. 

(2) Sekretaris Daerah iµa:,:•;(1~fn~l~~Lp/li. 
dinas yang me:}i".ptitir 
a. dal berupa 

urat sebagaimana dimaksud 

~r""d.b_.Ml"'-:sa; 
at keterangan; 

surat perintah; 
5. surat izin; 
6. surat perjanjian; 
7. surat perintah tugas; 
8. surat undangan; 
9. surat keterangan melaksanakan tugas; 
10. surat panggilan; 
11. nota dinas; 
12. pengumuman; 
13. telegram; 
14. berita acara; 
15. piagam; 
16. sertifikat; dan 
17. STIPP. 
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Pasal 27 

(1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri 
atas: 
a. nota dinas; 
b. nota pengajuan konsep naskah dinas; 
c. lembar disposisi; 
d. telaahan staf; 
e. laporan; 
f. surat pengantar; 
g. notulen; dan 
h. memo. 

(2) Asisten atas nama sekretaris Daerah menandatangani naskah 
dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 terdiri atas: 
a. surat biasa; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; 
d. surat perintah tugas; 
e. surat perintah perjalanan dinas; 
f. surat undangan; 
g. surat panggilan; 
h. nota dinas; 
1. nota pengajuan konsep na.~s.,..,_~ ctmal/S 
J. laporan; 
k. surat pengant:ar;---<rfl.lil1 
1. daftar ha · . 

p_aj~:atj:1.)iige.i::iLlh.:a dinas dalam bentuk dan susunan 
1~~ua dalam Pasal 15 terdiri atas: 

rutl8J:l---K1onsep naskah dinas; 
= ,,_.,,La.i; dan 

Pasal 29 

( 1) Kepala perangkat daerah menandatangani naskah dinas dalam 
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 terdiri atas: 
a. surat biasa; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; 
d. surat izin; 
e. surat perjanjian; 
f. surat perintah tugas; 
g. surat perintah perjalanan dinas; 
h. surat kuasa; 
1. surat undangan; 
j. surat keterangan melaksanakan tugas; 
k. surat panggilan; 



(2) 

(3) 
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l. nota dinas; 
m. nota pengajuan konsep naskah dinas; 
n. lembar disposisi; 
o. telaahan staf; 
p. pengumuman; 
q. laporan; 
r. rekomendasi; 
s. berita acara; 
t. memo; 
u. daftar hadir; dan 
v. sertifikat. 
Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati menandatangani 
naskah dinas yang meliputi: 
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa 

Keputusan Bupati; dan 
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 terdiri atas: 
1. surat biasa; 
2. surat keterangan; 
3. surat perintah; 
4. surat undangan; dan 
5. sertifikat. 

Kepala Badan Kepegawaian dan PengembJj!.F~Jl 
Manusia selaku Kepala Perangkat p.a-tj~ 
menandatangani naskah dina~-gljll,a:~111 
surat sebagaimana dimak~"4-"'l<f-"l'l-q/c 
a. surat biasa; 
b. surat untcjd!,m-@lff; 
C. 
d. 

Pasal 30 

umber Daya 
ama bupati 

susunan 
tas: 

(1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk 
dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
terdiri atas: 
a. surat biasa; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; 
d. surat izin; 
e. surat perjanjian; 
f. surat perintah tugas; 
g. surat perintah perjalanan dinas; 
h. surat kuasa; 
i. surat undangan; 
J. surat keterangan melaksanakan tugas; 
k. surat panggilan; 
l. nota dinas; 
m. nota pengajuan konsep naskah dinas; 
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n. lembar disposisi; 
o. telaahan staf; 
p. pengumuman; 
q. laporan; 
r. rekomendasi; 
s. berita acara; 
t. memo; dan 
u. daftar hadir. 

(2) Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani naskah 
dinas meliputi: 

(1) 

a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan 
Bupati;dan 

b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 terdiri atas: 
1. surat biasa; 
2. surat keterangan; dan 
3. surat perintah. 

Pasal 31 

nask dinas Kepala UPTD dinas/badan menandatangani 
dalam bentuk dan susunan surat sebagailJ:Dian:t'l 
dalam Pasal 15 terdiri atas: 
a. surat biasa; 
b. surat perintah; 
c. surat perjanjian; 
d. surat perintah tu~\:" 
e. surat per,iJ .K>;LU-,µ 

f. 

irij;iar--C isposisi; 
aahan staf; 

pengumuman; 
o. laporan; 
p. rekomendasi; 
q. berita acara; 
r. memo; dan 
s. daftar hadir. 

dimaksud 

(2) Kepala UPTD dinas/badan atas nama kepala dinas/badan 
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan 
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 
a. surat biasa; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; 
d. nota dinas; dan 
e. daftar hadir. 
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Pasal 32 

(1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri 
atas: 
a. surat biasa; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; 
d. surat kuasa; 
e. surat undangan; 
f. nota dinas; 
g. nota pengajuan konsep naskah dinas; 
h. lembar disposisi; 
i. telaahan staf; 
j. aporan; 
k. memo; dan 
I. daftar hadir. 

(2) Sekretaris atas nama Kepala Perangkat Daerah menandatangani 
naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 
a. surat biasa; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; 
d. nota dinas; dan 
e. daftar hadir. 

(1) gl€~1'1-lfl-a,4t~~• 1~'1'-~«1-11 "'-nl~-~~<T dan susunan 
15 terdiri atas: 

Llt"lll-lOierj an j ian; 
rat perintah tugas; 

surat perintah perjalanan dinas; 
h. surat kuasa; 
i. surat undangan; 
j. surat keterangan melaksanakan tugas; 
k. surat panggilan; 
I. nota dinas; 
m. nota pengajuan konsep naskah dinas; 
n. lembar disposisi; 
o. telaahan staf; 
p. pengumuman; 
q. laporan; 
r. rekomendasi; 
s. berita acara; 
t. memo; dan 
u. daftar hadir. 
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(2) Sekretaris atas nama Camat menandatangani naskah dinas 
dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 terdiri atas: 
a. surat biasa; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; dan 
d. surat undangan. 

Pasal 34 

(1) Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas 
dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 terdiri atas: 
a. surat perintah; 
b. nota dinas; 
c. nota pengajuan konsep naskah dinas; 
d. lembar disposisi; 
e. telaahan staf; 
f. laporan; dan 
g. daftar hadir. 

(2) Kepala bagian, kepala bidang atas nama Kepala P ngkat 
Daerah menandatangani naskah dinas <111.__....u,entuk dan 
susunan surat sebagaimana dimaksud d.cµ,,ny~ al 15 terdiri 
atas: 
a. surat biasa; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; 
d. nota dinas;,,da!il(' 
e. daft9tEiF::P-a1!1~ 

rat biasa; 

1 naskah dinas dalam bentuk dan 
agaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri 

surat keterangan; 
c. surat perintah; 
d. surat izin; 
e. surat perjanjian; 
f. surat perintah tugas; 
g. surat perintah perjalanan dinas; 
h. surat kuasa; 
1. surat undangan; 
j. surat keterangan melaksanakan tugas; 
k. surat panggilan; 
I. nota dinas; 
m. nota pengajuan konsep naskah dinas; 
n. lembar disposisi; 
o. telaahan staf; 
p. pengumuman; 



q. 
r. 
s. 
t. 
u. 
v. 

laporan; 
rekomendasi; 
berita daerah; 
berita acara; 
memo; dan 
daftar hadir. 
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(2) Sekretaris Lurah atas nama Lurah menandatangani naskah 
dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 terdiri atas: 
a. surat biasa; 
b. surat keterangan; 
c. surat perintah; dan 
d. surat undangan. 

Pasal 36 

(1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi 
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan 
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 

a. nota dinas; 
b. nota pengajuan konsep naskah dinas; 
c. telaahan staf; dan 
d. laporan. 

(2) Kepala subbagian, kepala subb.,w
0

ece1._1J,g;J~ei:,.i.U1 
sekretaris, kepala bagi 
naskah dinas dal~vl:~:fl:¢1,ii '-----"'f'l-1'1 

dimaksud dal 

.,,-o--gian Keempat 
an Penandatanganan Naskah Dinas 

Pasal 37 

etentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah 
dinas diatur dalam Peraturan Bupati. 

(3) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kelima 
Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas 

Pasal 38 

(1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam. 
(2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf 

naskah dinas berwarna biru tua. 
(3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah 

dinas berwarna merah. 
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BAB VI 
STEMPEL 

Bagian Kesatu 
Jenis 

Pasal 39 

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan Pemerintah 
Kbupaten terdiri atas: 
a. stempel jabatan; dan 
b. stempel perangkat daerah. 

Pasal 40 

(1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf 
a, stempel jabatan bupati. 

(2) Stempel jabatan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan 
pembatas tanda bintang. 

Pasal 41 

Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dima!S=~~ Pasal 39 
huruf b, terdiri atas: 
a. stempel perangkat daerah dan ~aj:J.~~*g:~ 
b. stempel perangkat daerahlµlf!J~~!:Il>,e:t] ; dan 
c. stempel UPTD. 

mpel perangkat daerah sebagaimana 
l~1,\/IO dlaJatn--i''as,B:l 39 berbentuk lingkaran. 

Pasal 43 

kuran stempel jabatan dan stempel perangkat daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 meliputi: 
a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel 

perangkat kabupaten adalah 4 cm; 
b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan 

perangkat kabupaten adalah 3,8 cm; 
c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan 

perangkat kabupaten adalah 2,7 cm; dan 
d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 

maksimal 1 cm. 

Pasal 44 

(1) Ukuran stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi : 
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a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan 
stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm; 

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan 
stempel perangkat daerah adalah 1, 7 cm; 

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan 
stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan 

d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran 
dalam maksimal 0,5 cm. 

(2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu 
tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi 
kesehatan dan sejenisnya. 

Pasal 45 

(1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan 
lambang negara dengan pembatas tanda bintang. 

(2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
41 huruf a dan huruf b berisi nama pemerintah kabupaten, 
nama SKPD yang bersangkutan. 

(3) Stempel UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ruf c, 
berisi nama pemerintah kabupaten, :rang.Kat daerah 
dan nama UPTD yang bersangkutan. 

(1) n tempel jabatan 
huruf a adalah Bupati 

e:~~nakan stempel perangkat daerah 
dalam Pasal 39 huruf b, adalah kepala 

._,,~ .... ~aga lainnya, kepala UPTD atau pejabat yang 

Pasal 47 

Perangkat Daerah yang berhak menggunakan stempel perangkat 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi: 
a. sekretariat daerah; 
b. sekretariat DPRD; 
c. dinas kabupaten ; 
d. lembaga teknis kabupaten ; 
e. kecamatan; 
f. kelurahan; dan 
g. lembaga lainnya. 

Pasal 48 

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu 
dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang 
menandatangani naskah dinas. 
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Bagian Keempat 
Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel 

Pasal 49 

(1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk 
naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan 
ketatausahaan pada sekretariat daerah. 

(2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat 
kabupaten dilakukan oleh unit yang membidangi urusan 
ketatausahaan pada setiap perangkat daerah. 

(3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas 
penggunaan stempel. 

(4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Perangkat Daerah. 

Bagian Kelima 
Pengamanan 

Pasal 50 

(1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas ingkungan 
pemerintah daerah, menggunakan kode. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai stanaans:a o e pengamanan 
stempel sebagaimana dimaksuiµ..--p_!l,1(¥1.1 a ur tersendiri 
oleh Bupati. 

Kesatu 
Jenis 

Pasal 51 

a. kop naskah dinas jabatan; dan 
b. kop naskah dinas Perangkat Daerah. 

Bagian Kedua 
Bentuk dan Isl 

Pasal 52 

(1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
51 huruf a, untuk Bupati dan Wakil Bupati menggunakan: 
a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan 

dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan 
susunan produk hukum; 
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b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan 
dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor 
faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan 
dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk 
dan susunan surat. 

(2) Kop naskah dinas perangkat daerah memuat sebutan 
pemerintah daerah, nama satuan kerja perangkat daerah, 
alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode 
pos. 

(3) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah 
daerah, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor 
faksimile, webite, e-mail dan kode pos. 

(4) Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan pemerintah 
daerah, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, 
nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos. 

Paragraf Ketiga 
Penggunaan 

Pasal 53 

(1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasavn..: ayat 
(1), digunakan untuk naskah dinas yang ditan angani oleh 
Bupati dan Wakil Bupati. 

(2) Kop naskah dinas sebagaimana dim.a,kstici, asal 52 ayat 
(2), digunakan untuk naskah,.91n.sl,'/3/ Y1•CU111~1 uu;iQi.Ettangani oleh 
Kepala Perangkat Daerah •fq\]11\a:n,__ baga lain 
atau pejabat lain y 

(3) Kop naskah d,u· ,...,,,~" <llilnll.tSUO 41!lUat'.IJ)A''aSal 52 ayat 
yiJ,ng;rn· andatangani oleh 

ain yang ditunjuk. 
.PWJlil§..,m·maksud dalam Pasal 52 ayat 

n.aska:h dinas yang ditandatangani oleh 
s}u~rutan atau pejabat lain yang ditunjuk. 

(3), digt!Jlal~ 
c~~«&11et 

BAB VIII 
SAMPUL NASKAH DINAS 

Bagian Kesatu 
Jenis 

Pasal 54 

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri 
atas: 
a. sampul naskah dinas jabatan; dan 
b. sampul naskah dinas perangkat daerah. 

Bagian Kedua 
Bentuk, Ukuran dan Isi 

Pasal 55 

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berbentuk empat 
persegi panjang. 
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Pasal 56 

(1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas 
perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
meliputi: 
a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 

30 cm; 
b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 

25cm; 
c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan 

lebar 18 cm; dan 
d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm 

dan lebar 14 cm. 
(2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) menggunakan kertas casing dengan warna: 
a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54 huruf a; dan 
b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat kabupaten 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b. 

Pasal 57 

(1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambg~:g,.;Q-cfj~a berwarna 
kuning emas dan nama jabatan d mor telepon, 
faksimile, e-mail, website dank gah atas. 

(2) Sampul perangkat daer tah dae 
nama perangkat di>P1-.'ihn 
telepon, faksii!PJ~,~ 
atas. 
Sa e rintah provinsi atau 

·=•----t daerah dan UPTD yang 
telepon, faksimile, email, 

ian tengah atas. 

BABIX 
PAPANNAMA 

Bagian Kesatu 
Jenis 

Pasal 59 

Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas: 
a. papan nama kantor Bupati ; dan 
b. papan nama perangkat daerah. 

Bagian Kedua 
Bentuk, Ukuran, Isi 

Pasal 60 

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 huruf a berbentuk empat persegi panjang. 
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Pasal 61 

Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 huruf b disesuaikan dengan besar 
bangunan. 

Pasal 62 

(1) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 huruf a berisi tulisan kantor bupati, 
alamat, nomor telepon dan kode pos. 

(2) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, berisi tulisan pemerintah 
daerah dan nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, 
alamat, nomor telepon serta kode pos. 

(3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor 
bupati, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur oleh Bupati. 

Bagian Ketiga 
Penempatan 

Pasal 63 

Papan nama kantor, perangkat daerah fli1:€µ~i~ ada tempat 
yang strategis, mudah dilihat dan .,..,m"~ 'iet;akl dan bentuk 
bangunannya. 

g berada di bawah satu 
m satu papan nama yang 

at Daerah. 

BABX 
PERUBAHAN DAN PENCABUTAN 

Pasal 65 

(1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana 
dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan 
naskah dinas yang sejenis. 

(2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang 
menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya. 

BAB XI 
PELAPORAN 

Pasal 66 

(1) Bupati melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan 
pemerintah daerah kepada Gubernur. 
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(2) Gubernur melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan 
pemerintah provinsi dan pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah 
kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri. 

BAB XII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 67 

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan 
atas penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah 
provinsi dan kabupaten/ kota. 

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah 
kabupaten/kota. 

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 68 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berla 
Jember Nomor 32 Tahun 2010 ten tang Nu..or,., ... ~ 
Pemerintah Kabupaten Jember (Be · 
Tahun 2010 Nomor 32), dicab 

Bupati 
gkungan 

Jem 

g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

paten Jember. 

0 
ma Madya 
199202 1 001 

Ditetapkan di Jember 
pada tanggal y f e.btv an 2022 

BUPATI JEMBER, 

ttd 

HENDYS 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022 NOMOR (0 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR : 10 TAHUN 2022 
TANGGAL : \f f-ebrv""~ 2022 

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATENJEMBER 
1. PERATURAN DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER 

NOMOR ................. TAHUN ................... . 

TENTANG 

...................................................... ·················· ........................... . 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEMBER, 

Menimbang a . 

.......... ... ... ...... ... .. . 
b .................. . 

Mengingat 1. 

D 

Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER 

dan 

BUPATI JEMBER 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG 
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BAB I 

Pasal 1 

(1) -- ---- -- ------ -------- ---- --- - -------------- ---- --- -- ----------- ----- ---- -- -

~---------------------------··········-·-·-·-·······-·······--············-·-

(3) dst. 

BAB II 

Bagian Pertama 

Paragraf 

Pasal 2 

(1) __ ,,.,_.,.,., __ ,,.,_.,_,,.,.,, ........ _,,,, __ ,,_ ,,_ .......... _ ........ _,, __ _ 

(2) ., ____ _,_.,_,, ,,_.,_., ______ ., ...... _,,,, _______ .. --- ...... _ 

(3) dst. 

Pasal 4 

(1) -·-·-·-··----· ·-··-·-·--·----- ··--·---··-------· ------·-··------ -·---··-·--- --

~ ----·-·-··-·-- -----·--··------ ·------···---·---· --·-·-····-·--·- -·--·-·-··-- --
a_ --- .. -- ...... _ .. ------ .. -.... - ...... ____ .... _ .. ___ ,, _______ .. _,, .... ____ --

b. --··-·----·····-·-----------··-···-·-·--·-·-·--------·--------··--·-------

BAB IV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal .. ___ .... 
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BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal ........ . 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal ........ . 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. 

Ditetapkan di ...................... . 
pada tanggal ....................... . 

BUPATI JEMBER 
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2. PERATURAN BUPATI 

BUPATI JEMBER 

PERATURAN BUPATI JEMBER 

NOMOR ........ TAHUN ........... . 

TENTANG 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

......................................................................... ················· ... 

BUPATI JEMBER, 

Menimbang a ............... ·································· 
.......... ············ ..................................................... . 

b ................................................ . 

Mengingat 1. 

2. 

Menetapkan b ............................... ············ ............................ . 

BAB I 

Pasal 1 

.................................................................................. 

...... .............. ··············" .................. ················ ........... . 
Pasal 2 

(1) ........................................................................ . 

~ .......................................................................... . 
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BAB II 

Bagian Pertama 

Pasal 3 

a ............................................................................ . 

~ ········································································· 

BAB Ill 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Bupatiini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. 

Ditetapkan di .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 
pada tanggal .. .. .. . .. . . . .. . .. .. .. 
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3. Contoh: PERATURAN BERSAMA BUPATI 

BUPATI JEMBER 

PERATURAN BERSAMA BUPATI JEMBER 

DAN BUPATI. ............................ . 

NOMOR .......... TAHUN ............. . 

NOMOR .......... TAHUN ............. . 

TENTANG 

.................................................................................................... 

·················· .................... ··········"····· ·················· ................... . 

BUPATI JEMBER DAN 

BUPATI. ......................... , 

Menimbang a. 

b. 

Mengingat 

...................................................................... 

st. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BERSAMA BUPATI JEMBER DAN 

BUPATI. ....................... TENTANG .............................. . 
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BAB I 

.................................. ······ ... 

Pasal 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

........................................... 

Pasal 2 

·············· ................ . ................ . ................ . .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BAB II 

........................................... 
Bagian Pertama 

........................................... 

Pasal 3 

.............. ................ .................. ................ ············ 

........... ··············· ................ . 
Pasal 4 

mengetahuinya, memerintahkan 
n eraturan Bersama ini dengan penempatannya 

erita Daerah Kabupaten Jember. 

Ditetapkan di ...................... . 
pada tanggal ....................... . 

BUPATI .................. . BUPATI /WAKIL BUPATI 

NAMAJELAS 
NAMAJELAS 
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4. Contoh: PERATURAN BERSAMA BUPATI DAN POLRES 

LAMBANG 
DAERAH 
JEMBER 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

PERATURAN BERSAMA BUPATI JEMBER 

DAN POLRES 

NOMOR .......... TAHUN ............. . 

NOMOR .......... TAHUN ............. . 

TENTANG 

LAMBANG 
DAERAH 
POLRES 

............ ························ ............................................................... . 
... ... ...... ... ... ... ...... ... ... ..... ········· ............................................. . 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

BUPATI JEMBER DAN 

POLRES JEMBER, 

a ................................................ . 

b. 

1. 

2. 

'--"BiefATURAN BERSAMA BUPATI DAN POLRES KABUPATEN 

JEMBER TENT ANG ..................................................... . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
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Pasal 2 

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

Pasal 4 
.............. ................ ·················· ................ . .......... . 

BAB Ill 
PELAKSANAAN 

Pasal 5 

BAB IV 
PENEGAKANPERATURANPERUNDANG~-1;:TJ~UftlNU,~N-' 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 8 

BAB VII 
PEMBIAYAAN DAN EVALUASI 

Pasal 9 
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BAB VIII 
PENUTUP 
Pasal 10 

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Jember. 

Ditetapkan di ...................... . 
pada tanggal ....................... . 

BUPATI /WAKIL BUPATI JEMBER 
POLRES JEMBER 

NAMAJELAS 

NAMAJELAS 
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5. Contoh : KEPUTUSAN BUPATI 

(WARNA HITAM) 

BUPATI JEMBER 

KEPUTUSAN BUPA Tl JEMBER 
NOMOR __ .. _ ./. ___ ./ ____ ./. ___ ./. _____ _ 

TENTANG 

.................................................................................................... 

.................. .................... ................. .................. ................. .. . 

BUPATI JEMBER, 

Menimbang a_ -------------- ---------------- ------------------

Mengingat 1 _ 

MEMUTUSKAN : 

KEDUA 

KETIGA 
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KEEMPAT ........... ···········•········· ....................... ············ ........ . 

...... ......... ... .............. ... ... ...... ... ......... ...... ... ... ... . 

Ditetapkan di ...................... . 
pada tanggal ....................... . 

BUPATI JEMBER 

NAMAJELAS 
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6. Contoh: KEPUTUSAN BUPATI 

Menimbang 

Mengingat 

enetapkan, 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

DST 

(WARNA HITAM) 

BUPATI JEMBER 

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER 

NOMOR ..... ./. .... ./ ..... ./ ..... ./ ...... 

TENTANG 

BUPATI JEMBER, 

a ............... ················ .................. ················ ......... . 

b. ·············· ................................. . 

1 ............... ················ 

·······... ............ .. . ......... . 
2. 

Ditetapkan di ...................... . 
pada tanggal ....................... . 

WAKIL BUPATI JEMBER 

NAMAJELAS 



7. Contoh 

penetapan. 

LAMBANG 
DAERAH 

Menimbang 

14 

KEPUTUSAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH yang bersifat 

KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

KEPUTUSAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH 

NOMOR ..... ./ ..... / ...... / ....... . 

TENTANG 

PERANGKAT DAERAH, 

a ................................................ . 

b ............................................................................ . 

Mengingat 1. 

Menetapkan , 

PERTAMA 

EDUA 

KETIGA 

DST 

2. 

Ditetapkan di ........................... .. 
pada tanggal ........................... .. 

Pimpinan Satuan Perangkat Daerah 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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8. Contoh: INSTRUKSI BUPATI 

Menimbang 

{WARNA HITAM) 

BUPATI JEMBER 

INSTRUKSI BUPATI JEMBER 
NOMOR ...... TAHUN ....... . 

TENTANG 

BUPATI JEMBER, 

a ............... ················ ................. . 

b. 

Mengingat 1. 

MENGINSTRUKSIKAN : 

Kepada 1 .................... ············ 

2. ·········· ......... ············ 

3. dst. 
Untuk,: 
PERTAMA 

KEDUA 



KETIGA 

DST 

16 

SALINAN lnstruksi ini disampaikan kepada: 

1. ······································· 
2 ....................................... . 
3. dst. 

Dikeluarkan di ........................... . 
pada tanggal .............................. . 

BUPATI /WAKIL BUPATI JEMBER 

NAMAJELAS 



9. Contoh : SURAT EDARAN 

17 

BERWARNA HITAM 

BUPATI JEMBER 

Jember, 

Kepada 

................... 20 .. 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Perihal 

... I ....... I ....... I .... . Yth ....................................... . 

di 

................................... ·······""'""' ............................ . 

BUPATI /WAKIL BUPATI JEMBER 

NAMAJELAS 
Tembusan: 
1 ..................................... . 
2. ····································· 
3. dst. 
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10. Contoh : SURAT EDARAN 

LAMBANG 
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT DAERAH JEMBER 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Perihal 

... I ....... I ....... I .... . 

Jember, ................... 20 .. 

Kepada 

Yth ....................................... . 

di 

SURAT EDARAN 

Tembusan: 
1 ..................................... . 
2 ..................................... . 
3. dst. 

a.n. BUPATI JEMBER 
SEKRETARIS DAERAH 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 



11. Contoh: SURAT EDARAN 

LAMBANG 
DAERAH 

19 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

Jember, 

Kepada 

................... 20 .. 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Perihal 

... I ....... I ....... I .... . Yth ....................................... . 

Tembusan: 
1. . ................................... . 
2 ..................................... . 
3. dst. 

di 

SURAT EDARAN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 



12. Contoh : SURAT BIASA 

20 

BERWARNA HITAM 

BUPATI JEMBER 

Jember, 

Kepada 

................... 20 .. 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Perihal 

... I ....... I ....... I .... . Yth ...................................... .. 

di 

................................... ·············· ............................ . 

BUPATI /WAKIL BUPATI JEMBER 

NAMAJELAS 

Tembusan: 

1. ····································· 
2 .................................... .. 
3. dst. 



13. Contoh: SURAT BIASA 

LAMBANG 

21 

DAERAH KOP NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Perihal 

... I ....... I ....... I .... . 

Jember, ................... 20 .. 

Kepada 

Yth ....................................... . 

di 

.................... ········· ................................................. . 

embusan: 
1 ..................................... . 
2 ..................................... . 
3. dst. 

a.n. BUPATI JEMBER 

SEKRETARIS DAERAH 

NAMAJELAS 

Pangkat 
NIP. 

• . 
. I 



14. Contoh: SURAT BIASA 

LAMBANG 
DAERAH 

22 

KOP NASKAH DINAS 

PE RANG KAT DAE RAH 

Jember, 

Kepada 

···················20 .. 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Perihal 

... I ....... I ....... I .... . Yth ....................................... . 

di 

... ......... ... ..... ... ... . ............ . 

Tembusan: 
1. . ................................... . 
2 ..................................... . 
3. dst. 

. . ......... . 

NAMAJABATAN PIMPINAN 
PERANGKA T DAE RAH 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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15. Contoh: SURAT KETERANGAN 

BERWARNA HITAM 

BUPATI JEMBER 

SURAT KETERANGAN 

NOMOR ..... / ..... / ...... / ....... . 

1. Yang bertanda tangan di bawah ini : 

a. Nam a 

b. Jabatan 

Dengan ini menerangkan bahwa : 

a. N a m a/ NIP. . ............................ / NIP .................. . 

2. 

b. Pangkat/Golongan 

c. Umur 

d. Kebangsaan 

e. Ag am a 

f. Pekerjaan 

g. A I am at 

at m 

Demikian 

Tembusan: 
1 ..................................... . 
2 ..................................... . 
3. dst. 

uat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

BUPATI /WAKIL BUPATI JEMBER 

NAMAJELAS 
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15. Contoh: SURAT KETERANGAN 

LAMBANG 
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER 

SURAT KETERANGAN 

NOMOR ..... / ..... / ...... I ....... . 

1. Yang bertanda tangan di bawah ini: 

a. Nam a 

b. Jabatan 

Dengan ini menerangkan bahwa : 

a. Nam a I NIP. . ............................ / NIP ...................................... . 

b. PangkaUGolongan 

C. Um u r 

d. Kebangsaan 

e. Agama 

f. Pekerjaan 

g. Alam at 

2. 
dapat membe ·k 

3. Demikian S 

Tembusan: 
1. . ................................... . 
2 ..................................... . 
3. dst. 

a.n. BUPATI JEMBER 
SEKRETARIS DAERAH 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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16. Contoh: SURAT KETERANGAN 

LAMBANG 
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

SURAT KETERANGAN 

NOMOR ..... / ..... / ...... / ....... . 

1. Yang bertanda tangan di bawah ini: 

a. Nam a 

b. Jabatan 

Dengan ini menerangkan bahwa : 

a. N a m a/ NIP. . ............................ / NIP ...................................... . 

b. Pangkat/Golongan 

c. Um u r 

d. Kebangsaan 

e. Agama 

f. Pekerjaan 

g. Alam at 

2. 

dapat memberika 

3. Demikian t 

Tembusan: 

1. ····································· 
2 ..................................... . 
3. dst. 

NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 



17. Contoh : SURAT PERINTAH 
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BERWARNA HITAM 

BUPATI JEMBER 

SURAT PERINTAH 

NOMOR ..... / ..... / ...... / ....... . 

Dasar 1 ................................................................. ················ 

2. 

MEMERINTAHKAN : 

Kepada 

a. Nam a 

b. NIP 

c. Jabatan 

Untuk 

Ditetapkan di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

BUPATI /WAKIL BUPATI JEMBER 

NAMAJELAS 

Tembusan: 

1. ····································· 
2 ..................................... . 
3. dst. 
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18. Contoh: SURAT PERINTAH 

LAMBANG 
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER 

SURAT PERINTAH 

NOMOR ..... / ..... / ...... / ....... . 

Dasar 1 ................................................................................ . 

2 ................................................................................ . 

MEMERINTAHKAN : 

Kepada 

a. Nam a 

b. NIP 

c. Jabatan 

Untuk 

.................. ................... ............... ... . ............. . 

Tembusan: 
1 ..................................... . 
2 ..................................... . 
3. dst. 

.. . .......... . 

itetapkan di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
pada tanggal ......................... . 

a.n. BUPATI JEMBER 
SEKRETARIS DAERAH 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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19. Contoh: SURAT PERINTAH 

LAMBANG 
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

SURAT PERINTAH 

NOMOR ..... / ..... / ...... / ....... . 

Dasar 1 ................................................................................ . 

2. ················································································ 

Kepada 

a. Nam a 

b. NIP 

c. Jabatan 

Untuk 

Tembusan: 
1. . ................................... . 
2 ..................................... . 
3. dst. 

MEMERINTAHKAN : 

itetapkan di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 



20. Contoh : SURAT IZIN 
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BERWARNA HITAM 

BUPATI JEMBER 

SURAT IZIN 

NOMOR ..... / ..... / ...... / ....... . 

TENTANG 

Dasar a ................................................................... . 

Kepada 

Nama 

Alam at 

Untuk 

Tembusan: 

b. 

1. ····································· 
2 ..................................... . 
3. dst. 

Ditetapkan di ...................... . 
pada tang gal ........................ . 

BUPATI/ WAKIL BUPATI 

JEMBER, 

NAMAJELAS 
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21. Contoh : SURAT IZIN 

LAMBANG 
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER 

SURAT IZIN 

NOMOR ..... / ..... / ...... / ....... . 

TENTANG 

Dasar a ................................................................................ . 

b. ················································································ 

Kepada 

Nama 

Alam at 

Untuk 

Tembusan: 

1. ····································· 
2 ..................................... . 
3. dst. 

MENGIZINKAN : 

............ 

.......... 

· etapkan di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
pada tanggal ......................... . 

a.n. BUPATI JEMBER 
SEKRETARIS DAERAH 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 



22. Contoh: SURAT IZIN 

LAMBANG 
DAERAH 
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KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

SURAT IZIN 

NOMOR ..... / ..... / ...... / ....... . 

TENTANG 

Dasar a ................................................................................ . 

b. ················································································ 

Kepada 

Nama 

Alam at 

Untuk 

Tembusan: 
1. ····································· 
2. ····································· 
3. dst. 

MENGIZINKAN : 

............ 

. . . . . . . . . . 

NAMAJABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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23. Contoh : SURAT PERJANJIAN 

BERWARNA HITAM 

BUPATI JEMBER 

S U RA T PERJANJIAN 

NOMOR ..... / ..... / ...... / ....... . 

TENTANG 

Pada hari ................ , tanggal . . . . . . . . . bulan ......... tahun ......... , bertempat 

di. ...................... , kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama.............. . .............. . 

2. Nama.............. . .............. . 

... ... 
............ ... .. 

PIHAKKEDUA 

NAMA JABATAN YANG TERLIBAT 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

SAKS I-SAKS I 

1. ············································ 
2. ············································ 

(PIHAK PERTAMA)... ... ... ... . ............... . 

PIHAK PERTAMA 

BUPATI /WAKIL BUPATI 

JEMBER, 

NAMAJELAS 
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24. Contoh : SURAT PERJANJIAN 

LAMBANG 
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER 

S U R A T PERJANJIAN 

NOMOR ..... I ..... I ...... I ....... . 

TENTANG 
....................................................... 

Pada hari ................ , tanggal . . . . . . . . . bulan . . . . . . . . . tahun ......... , bertempat 

di. ...................... , kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama.............. . .............. . 

2. Nama.............. . .............. . 

A 
G TERLIBAT 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

SAKS I-SAKS I 
1 ............................................ . 
2 ............................................ . 
3. dst. 

·················· ..................................... . 
(PIHAK PERT AMA)............. . ................. . 

······················· ............ .......... . ....... . 

PIHAK PERTAMA 
a.n. BUPATI JEMBER 

SEKRETARIS DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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26. Contoh: SURAT PERJANJIAN 

LAMBANG 
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

S U RA T PERJANJIAN 

NOMOR ..... / ..... / ...... / ....... . 

TENTANG 
....................................................... 

............. ................ ................ ................ ................. ................. Pada 

hari ................ , tanggal . . . . . . . . . bulan .. . . . . . . . tahun ......... , bertempat di. ...... . 

. . . . . . . . . . . . . . . , kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama.............. . .............. . . ...................................................... . 

(PIHAK PERTAMA).... . ......................... . 

2. Nama.............. . .............. . 

............. ................ ............. . .............. . 
··············· ................................ . 

IHAKKEDUA 
Nt\11/fA JABATAN YANG TERLIBAT, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

SAKSI-SAKSI 
1 ...................... ··········--··· ....... . 
2. ············································ 
3. dst. 

PIHAK PERTAMA 
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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26. Contoh: KESEPAKATAN BERSAMA 

LAMBANG 
DAERAH 

KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

DENGAN PIHAK KETIGA 

TENTANG 
KERJASAMA ....................... . 
NOMOR ..... / ..... / ...... / ...... .. 
NOMOR ..... / ..... / ...... / ....... . 

PIHAK 
KETIGA 

Pada hari ................ , tanggal . . .. . . .. . bulan .. .. .. . . . tahun ......... , bertempat 

di. ...................... , kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama ............. . 

2. Nama ............ .. 

(PIHAK PERTAMA) ............................... . 

(PIHAK KE DUA).... .... .. .. .. .. .. 

BAB II 
BENTUK KEGIATAN 

Pasal 2 

BAB Ill 
BIAYA 

Pasal 3 
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BABIV 
JANGKA WAKTU 

Pasal 4 
.............................................................................................................. 
......... ... .... ... ...... ..... ... .......... ... ...... .... ... ... ... ... ... ............................................. . 

BABV 
PENUTUP 

Pasal 5 

....................................................................................................................... 

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

PIHAK KEDUA 

NAMA JABATAN YANG TERLIBAT 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

PIHAK PERTAMA 

ATI 



27. Contoh: SURAT TUGAS 
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BERWARNA HITAM 

BUPATI JEMBER 

SU RAT TUGAS 

NOMOR ........ TAHUN ....... . 

Kepada 

Untuk 

T usan: 

MENUGASKAN : 

a.········································································ 
b. 

c. 

~etli1~1f1ili ........................ . 
anggal ......................... . 

BUPATI /WAKIL BUPATI 

JEMBER, 

NAMAJELAS 
1. . ................................... . 
2. 
3. dst. 
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28. Contoh : SURAT TUGAS 

LAMBANG 
DAERAH 

Kepada 

Untuk 

1. 
2. 

mbusan: 

3. dst. 

KOP NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER 

SURAT TUGAS 

NOMOR ........ TAHUN ....... . 

MENUGASKAN : 

a ................................................................................... . 

~ .••..•....•...••....•...•....••...•....••....•...••...•...•....•....••...•...••...• 

C .................................................................................. . 

... ... ... ...... ... ... ...... ......... ... ...... ......... . ...................... .. 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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29. Contoh : SURAT TUGAS 

LAMBANG 
DAERAH 

Kepada 

Untuk 

Tembusan: 
1. 
2. 
3. 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

SURAT TUGAS 

NOMOR ...... TAHUN ....... . 

MENUGASKAN : 

a ................................................................................... . 

b. ··················································································· 
~ ................................................................................ . 

GKAT 

' 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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30. Contoh: SURAT PERINTAH TUGAS 

LAMBANG 
DAERAH 

Dasar 

Kepada 

a. Nam a 
b. NIP. 
c. Jabatan 

Untuk 

KOP NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER 

SURAT PERINTAH TUGAS 

NOMOR .................... . 

1 ....................................................................... . 
2. 

MEMERINTAHKAN : 

pada tanggal .......................... . 

a.n. BUPATI JEMBER 
SEKRETARIS DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP 
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31. Contoh: SURAT PERINTAH TUGAS 

LAMBANG 
DAERAH 

Dasar 

Kepada 

a. Nam a 
b. NIP. 
c. Jabatan 

Untuk 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

SURAT PERINTAH TUGAS 

NOMOR .................... . 

1 ....................................................................... . 
2. 

MEMERINTAHKAN: 

o,~tPl<a 
pada tanggal .......................... . 

PERANGKAT DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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LAPORAN PERJALANAN DINAS 

I. DASAR 

II. MAKSUD TUJUAN 

Ill. WAKTU PELAKSANAAN 

IV. NAMA PETUGAS 

V. DAERAH TUJUAN/INSTANSI 
YANG DIKUNJUNGI 

VI. HADIR DALAM PERTEMUAN: 

VII. PETUNJUK/ARAHAN YANG 
DIBERIKAN 

VIII.MASALAH/TEMUAN 

IX. 

X. LAIN-

Catatan: 
Bila petugas lebih dari satu orang, maka yang 
menandatangani Laporan Perjalanan Dinas 
ini adalah petugas yang dianggap paling ber
tanggung jawab. 

Jember, ...................... . 

PELAPOR, 

NAMAJELAS 
NIP. 
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31. Contoh: SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 

BERWARNA HITAM 

BUPATI JEMBER 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
(SPPD) 

1. PEJABAT BERWENANG YANG MEMBERI 
PERINTAH 

2. NAMA PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN 

3. a. PANGKA TI GOLONGAN RUANG 
b. JABATAN 

4. MAKSUD PERJALANAN 

5. 

6. 
b. 

7. a. 
TANGGAL 

c. TANGGAL 

8. PEMBEBANAN 
a. INSTANSI 
b. KOD 

9. ETERANGAN LAIN-LAIN 

Dikeluarkan di 
pada tanggal 

Nomor 
Lembarke: 

BUPATI/WAKIL BUPATI 
JEMBER, 

NAMAJELAS 
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32. Contoh: SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 

LAMBANG 
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
(SPPD) 

1. PEJABAT BERWENANG YANG MEMBER! 
PERINTAH 

2. NAMA PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN 

3. a. PANGKA T / GOLONGAN RUANG 
b. JABATAN 

4. MAKSUD PERJALANAN 

5. ALAT ANGKUTAN YANG DIPERGUNAKAN 

6. a. TEMPAT BERANGKAT 
b. TEMPAT TUJUAN 

7. a. LAMANYA PERJALANAN 
b. TANGGAL BERANGKAT 
c. AL 

8. 
a. 

9. KETERANGAN 

Dikeluarkan di 
pada tanggal 

Nomor 
Lembarke: 

a.n. BUPATl JEMBER 
Sekretaris Kabupaten 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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32. Contoh: SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 

LAMBANG 
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
(SPPD) 

1. PEJABAT BERWENANG YANG MEMBERI 
PERINTAH 

2. NAMA PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN 

3. a. PANGKAT / GOLONGAN RUANG 
b. JABATAN 

4. MAKSUD PERJALANAN 

5. ALAT ANGKUTAN YANG DIPERGUNAKAN 

6. a. TEMPAT BERANGKAT 
b. TEMPAT TUJUAN 

7. a. LAMANYA PERJALANAN 
b. TANGGAL BERANGKA 

8. 

9. 

Dikeluarkan di 
pada tanggal 

Nomor 
Lembarke: 

PEJABAT YANG BERWENANG, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP 



II. Tibadi 
Pada tanggal : 

Kepala 

( ............................... ) 

Ill. Tibadi 
Pada tanggal : 

Kepala 

( ..••...•.....•.........•....... ) 

IV. Tiba di 
Pada tanggal: 

Kepala 

(. 

Pejabat yang memberi perintah, 

VI. Catalan lain-lain. 

46 

Berangkat dari 
(tempat kedudukan): 
Pada tanggal 
Ke 
Kepala 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

( .................................... ) 

( ······························) 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

( .............................. ) 

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa 
perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas 
perintahnya dan semata-mata untuk 
kepentingan jabatan dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya. 

Pejabat yang memberi perintah, 
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33. Contoh : SURAT KUASA 

BERWARNA HITAM 

BUPATI JEMBER 

SURAT KUASA 

NOMOR ........................................ . 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

a. Nam a 
b. NIP. 
c. Jabatan 

Kepada 

a. Nam a 
b. NIP. 
c. Jabatan 

Untuk 

mestinya. 

Yang diberi Kuasa 

NAMA JABATAN 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

MEMBERI KUASA : 

Jember, .......................... . 

Yang memberi kuasa 

BUPATI /WAKIL BUPATI 
JEMBER, 

NAMAJELAS 
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34. Contoh : SURAT KUASA 

LAMBANG 
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER 

SURAT KUASA 

NOMOR .................... . 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

a. Nam a 
b. NIP. 
c. Jabatan 

Kepada 

a. Nama 
b. NIP. 
c. Jabatan 

Untuk 

emiki 

estinya. 

ang diberi Kuasa 

NAMA JABATAN 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

MEMBER! KUASA: 

sebagaimana 

Jember, .......................... . 

Yang memberi kuasa 

a.n. BUPATI JEMBER 

SEKRETARIS DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 



33. Contoh : SURAT KUASA 

LAMBANG 
DAERAH 

49 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

SURAT KUASA 

NOMOR .................... . 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

a. Nam a 
b. NIP. 
c. Jabatan 

Kepada 

a. Nam a 
b. NIP. 
c. Jabatan 

Untuk 

emi 

stinya. 

g diberi Kuasa 

NAMA JABATAN 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

MEMBER! KUASA : 

sebagaimana 

Jember, .......................... . 

Yang memberi kuasa 

NAMA JABATAN PIMPINAN 

PERANGKAT DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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35. Contoh : SURAT UNDANGAN 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Perihal 

Catatan : 

BERWARNA HITAM 

BUPATI JEMBER 

Jember, 

Kepada 

................... 20 .. 

... I ....... I ....... I .... . Yth ...................................... .. 

di 

UNDANGAN 

Hari 

... ············· ................................... . 

...... ... ...... ..... ... ......... ... ..... ... ... ......... . 

... ... ... ... ... ..... ... ... ... ········ .......................................... . 
............ ......................... ................. ............... .. . 

BUPATI /WAKIL BUPATI 

JEMBER, 

NAMAJELAS 

1 ..................................... . 
2. ····································· 
3. dst. 
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36. Contoh: SURAT UNDANGAN 

LAMBANG 
DAERAH 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Perihal 

Catalan: 

KOP NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER 

Jember, ................... 20 .. 

Kepada 

... I ....... I ....... I .... . Yth ...................................... .. 

di 

UNDANGAN 

...................................................... 

Hari 

Tanggal 

Pu k u I 

Te~~tr1 

............................................... 

........ ................. .............. .............. .............. . 

........................ ················· ................. . 

a.n. BUPATI JEMBER 
SEKRETARIS DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

1 ..................................... . 
2 ..................................... . 
3. dst. 
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37. Contoh : SURAT UNDANGAN 

LAMBANG 
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Perihal 

Catalan: 

... I ....... I ....... I .... . 

Hari 

Tanggal 

Pu k u I 

1. ····································· 
2 ..................................... . 
3. dst. 

Jember, ................... 20 .. 

Kepada 

Yth ...................................... .. 

di 

NAMAJABATAN PIMPINAN 
PERANGKA T DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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38. Contoh: SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS 

LAMBANG NEGARA BERWARNA HITAM 

BUPATI JEMBER 

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS 

NOMOR ..... TAHUN ....... . 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama 
NIP 
Pangkat I Golongan ruang : 
Jabatan 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
Nama 
NIP 
Pangkat / Golongan ruang : 
Jabatan 

Yang diangkat berdasarkan Keputusan ......... . 
tanggal . . . . . . . . . . . . . . dan terhitung mulai tan 
melaksanakan tugas sebagai . . . . . . . . . . . . . ....... . 

mengingat Su 
benar y 
me ggung 

fu!!rraai1sesungguhnya dengan 
ia11---11ari isi surat pernyataan ini tidak 

.-,.,,·~-ap negara, maka saya bersedia 

Asli Surat Per 
Negara di Jem 

aikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas 

Tembusan: 

Yth. 1. Sdr. Pejabat Pembuat Gaji 

2. Sdr. Kepala BKN di Jakarta 

3. Sdr. Pegawai ybs 

Jember, .................. 20 .. . 

BUPATI /WAKIL BUPATI 

JEMBER, 

NAMAJELAS 
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39. Contoh: SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS 

LAMBANG 
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER 

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS 

NOMOR ..... TAHUN ....... . 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Na rn a 
NIP 
Pangkat / Golongan ruang : 
Jabatan 

Dengan ini rnenyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
Narna ..................................................................... . 
NIP 
Pangkat I Golongan ruang : 

Jabatan 

Yang diangkat berdasarkan Keputusan . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . o r . . . . . . . . .......... . 
tanggal . . . . . . . . . . . . . . dan terhitung rnulai tanggal . . . . . . . . . . . fr . . . . . . elah nya 
rnelaksanakan tugas sebagai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... di 

Dernikian Surat Pei:rnn 

rnengingat Surnpa1b----<~~13 
benar yan 
men 

Asli Surat Pe 
Negara di Je 

Ternbusan: 

Yth. 1. Sdr. Pejabat Pernbuat Gaji 

2. Sdr. Kepala BKN di Jakarta 

3. Sdr. Pegawai ybs 

a dengan 
· 1si surat pernyataan ini tidak 

negara, rnaka saya bersedia 

Jernber, .................. 20 .. . 

a.n. BUPATI JEMBER 

SEKRETARIS DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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40. Contoh : SURAT PANGGILAN 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Perihal 

Tembusan: 

BERWARNA HITAM 

BUPATI JEMBER 

Jember, 

Kepada 

···················20 .. 

... I ....... I ....... I .... . Yth ....................................... . 

di 

Panggilan 

Dengan ini diminta kedatangan Saud 

Ha ri 

Tanggal 

Demikian untuk diindahkan 

BUPATI /WAKIL BUPATI 

JEMBER, 

NAMAJELAS 
1. . ................................... . 
2 ..................................... . 
3. dst. 
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41. Contoh : SURAT PANGGILAN 

LAMBANG 
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Perihal 

... I ....... I ....... I .... . 

Panggilan 

Jember, ................... 20 .. 

Kepada 

Yth ....................................... . 

di 

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor .............. . 

Tembusan: 

Ha ri 

Tanggal 

Pu k u I 

Tempat 

Menghadap kepada 

1. ····································· 
2 ..................................... . 
3. dst. 

a.n. BUPATI JEMBER 
SEKRETARIS DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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43. Contoh: SURAT PANGGILAN 

LAMBANG 
DAERAH 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Perihal 

Tembusan: 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

Jember, 

Kepada 

···················20 .. 

... I ....... I ....... I .... . Yth ....................................... . 

di 

Panggilan 

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ......... . 

Ha ri 

Tanggal 

Pu k u I 

Tempat 

emikian untuk diindahkan 

NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH, 

1. ····································· 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

2 ..................................... . 
3. dst. 
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44. Contoh : NOT A DINAS 

PERA NG KAT DAERAH 
UNIT KERJA 

Tembusan: 

Kepada 

Dari 

Tanggal 

Nomor 

Si fat 

Lampiran 

Perihal 

1 ..................................... . 

2. ····································· 
3. dst. 

NOTA DINAS 

······ ······· ······ ········· .......................... ····· 

............. ······ .............. ············ ............. . 

NAMAJABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH/ 

UNIT KERJA PENGOLAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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45. Contoh: NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS (NPKND) 

Nomor 

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PENGOLAH 
KABUPATEN JEMBER 

Jember, ···················20 .. 

Kepada 

... I ....... I ....... I .... . Yth ....................................... . 

di 

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS 

Disampaikan dengan hormat : 

Kepada 

Dari 

Tentang 

Catatan 

Lampiran 

Untuk mohon aa tangan ............................................... . 

DISPOSISI PIMPINAN NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKA T DAERAH/ 

UNIT KERJA PENGOLAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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46. Contoh : LEMBAR DISPOSISI 

Surat dari 

Tanggal Surat: 

NomorSurat 

Perihal 

Diteruskan kepada Sdr: 

1 ......... ··················· 
1 ........................... . 
I ........................... . 
Ost .................................. . 

KOP NASKAH DINAS 

BUPATI JEMBER 

LEMBAR DISPOSISI 

Diterima tanggal : 

Nomor Agenda 

Sifat 

I Sangat Segera 

i Rahasia 

Dengan h 

I Segera 

i Biasa 

Paraf, Tanggal, Bulan dan Tahun 
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47. Contoh: LEMBAR DISPOSISI 

KOP NASKAH DINAS 
PE RANG KAT DAERAH 

LEMBAR DISPOSISI 

Surat dari 

Tanggal Surat: 

Nomor Surat 

Perihal 

Diteruskan kepada Sdr : 

I ......... ··················· 
1 ......... ··················· 
1 ........................... . 
Ost ................................... . 

Diterima tanggal : 

Nomor Agenda 

Sifat 

i Sangat Segera 

i Rahasia 

Dengan h 

i Segera 

1 Biasa 

Paraf, Tanggal, Bulan dan Tahun 
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PERA NG KAT DAERAH 
UNITKERJA 

Kepada 

Dari 

Tanggal 

Nomor 

Si fat 

Lampiran 

Perihal 

I. Pokok Persoalan 

II. Pra Anggapan 

TELAAHAN STAF 

Ill. Fakta dan data yang berpenga

ruh terhadap persoalan 

V. Saran Ti 

Tembusan: 
1. . ................................... . 
2 ..................................... . 
3. dst. 

NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKA T DAERAH/ 

UNIT KERJA PENGOLAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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48. Contoh : PENGUMUMAN 

LAMBANG 
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER 

PENGUMUMAN 
NOMOR: ........ . 

TENTANG 

.................................... ······· ...................................... . 

........... ... ... ... .... ...... ... .... ......... .... ... ... ... ... ..... ... ... ...... ... ... ...... ... .. ....... . 

... ...... . ..... . 

............ ...... .. 

Tembusan: 
1 ..................................... . 

2. ····································· 
3. dst. 

. . . . . . . . . . . . . . 

. . ....... . 

............... ............... ............ ··········· 

Jember, .................. 202 .. 

a.n. BUPATI JEMBER 
SEKRETARIS DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 



49. Contoh : PENGUMUMAN 

LAMBANG 
DAERAH 
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KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

PENGUMUMAN 
NOMOR: ........ . 

TENTANG 

Tembusan: 
1. ····································· 
2 ..................................... . 
3. dst. 

Jember, .................. 202 .. . 

PIMPINAN PERANGKAT 
DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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50. Contoh : LAPORAN 

I. PENDAHULUAN . 

LAMBANG NEGARA BERWANA HITAM 

BUPATI JEMBER 

LAPORAN 

... ... ..... ... ... ... ... ..... ... ... ....... ... ...... .... ......... .... ······ .................. .. 

II. 1. ISi LAPORAN. 
a. Data . 

... ... ..... ...... ... ········ .......................... ······ ................................ . 
b. Analisa . 

........... ... ... ....... ... ...... .... ... ... ....... ... ...... ........ ... ... ......... ... ..... . 
c. Evaluasi. 

2. BIDANG. 
a. Data. 

b. Analisa. 

c. Evaluasi. 

3. 

Ill. KESIMP 

. ............. dst ...................................... . 

... ... ....... ... ... ... ... ..... . ............. . 
.......... ············ ................................................................... . 

IV. UTUP . 
... ... ... ..... ...... .... ......... ...... ...... ...... ... ... ... ..... ...... ... .... ........ . 

Jember, .................. 202 .. 

BUPATI/WAKIL BUPATI JEMBER, 

NAMAJELAS 
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51. Contoh: LAPORAN 

LAMBANG 

66 

DAERAH KOP NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER 

I. PENDAHULUAN. 

II. 1. ISi LAPORAN. 

Ill 

IV. 

a. Data. 

b. Analisa. 

c. Evaluasi. 

2. BIDANG. 

a. Data. 

b. Analisa. 

c. Evaluasi. 

LAPORAN 

.... st ...................................... . 

... ... ... .... ......... .... ... ......... ..... . ............. . 

......... ........... ······ .... ················ .............................. . 

Jember, .................. 202 

a.n. BUPATI JEMBER 
SEKRETARIS DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP . 



52. Contoh : LAPORAN 

lAMBANG 
DAERAH 

I. PENDAHULUAN. 

II. 1. ISi LAPORAN. 

a. Data. 

b. Analisa. 
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KOP NASKAH DINAS 

PE RANG KAT DAERAH 

LAPORAN 

··········· ............. ············· ..................................................... . 
c. Evaluasi. 

··········· ············ ................................................. . 

2. BIDANG. 

a. Data . 
...... ..... ... ······ ... ..... ......... .. . ...... . 

b. Analisa. 

c. Evaluasi. 

3. 
........ . ......................... dst ...................................... . 

Ill. KESIMP .h'At<,AI . 

IV. 

... .......... ............. ................. . ............. . 
. ........ ... ... ...... ... ... ..... .......... ... ... ... ....... ... ............. ... ........... . 

.............................................................................. ········· ....... . 

Jember, .................. 202 

PIMPINAN PERANGKAT 
DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 



53. Contoh : REKOMENDASI 

a. 

b. 

c. 
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BERWANA HITAM 

BUPATI JEMBER 

REKOMENDASI 
NOMOR ........ . 

TENTANG 

······· ................................................................................... . 

Jember, .................. 20 .... .. 

BUPATI/WAKIL BUPATI JEMBER, 

NAMAJELAS 
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54. Contoh : REKOMENDASI 

LAMBANG 
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER 

REKOMENDASI 
NOMOR ........ . 

TENTANG 

a.··························································································· ........... . 

... ..... .................... ............ ............ ......... . .. 
b................................................... . .......... . 

C. 

... .. .. ..... . . .. . . ................................................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. . 

Jernber, .................. 20 .. 

a.n. BUPATI JEMBER 
SEKRETARIS DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 



55. Contoh : REKOMENDASI 

LAMBANG 
DAERAH 

a. 

b. 

c. 
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KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

REKOMENDASI 
NOMOR ........ . 

TENTANG 

. .................................................. . 
........... . ................................... . 

Jember, .................. 20 .. 

PIMPINAN PERANGKAT 
DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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56. Contoh: SURAT PENGANTAR 

LAMBANG 
DAERAH 

Nomor 

No. 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

Kepada 

Yth ...................................... .. 

di 

SURAT PENGANTAR 
Nomor: ................... .. 

Jenis yang dikirim 

Jember, ......................... 20 .. 

Diterima tanggal .................... . 
NAMAJABATAN 

Yang menerima 

NAMAJELAS 
Pangkat 
NIP. 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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57. Bentuk NASKAH DINAS TELEGRAM, : 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

FORMULIR BERITA 

DARI 

UNTUK 

KLASIFIKASI: AMAT SEGERA 
NOMOR ....................... . 

AAA TTK 

............. KKTKMA 

MODELM.1. 
REGISTRASI NOMOR : .... 

INSTR. MENGIRIM 

TANGGALNVAKTU 

JUMLAH PERKATAAN : ...................................... . 



PENGIRIM 

NAMA 

JABATAN 

TANDA TANGAN 
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BBB TTK 

............. TTKKMA 
CCC TTK 

............. TTK 

ODD TTK DSTNYA TTK HBS 

GUB JATIM 

TGL WAKTU PEMBUATAN ............. . 
DERAJAT WAKTU LALU PARAP 

l--:AK-=cSl...,.c":Tc=Ec'cM'=cBUccS=cAccNc-l-----:TE=cR"'l~MA~'F-7KcclRcc.lM,,-; LINTAS OPERA 
TOR 



58. Contoh: BERITA ACARA 

74 

LAMBANG NEGARA 

BUPATI JEMBER 

SERITA ACARA 
NOMOR: ................ . 

Pada hari ini ... ... ... ... .... tanggal ... ... ... ... ... . tahun... ... ... .. ... . ......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kami masing-masing : 

1. ······ .................... ··········· ................... . .. .......... yang 

selanjutnya disebut pihak PERTAMA 

(memuat Nama, NIP, Pangkat I Golongan, Jabatan dan alamat) 

2 ................................................................................................ yang 

selanjutnya disebut pihak KEDUA 

Demikian Serita 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

... .......... untuk 

Pihak PERTAMA 
BUPATI/WAKIL BUPATI JEMBER 

NAMAJELAS 

Dilakukan dihadapan ; 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 
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59. Contoh: BERITA ACARA 

LAMBANG 
DAERAH KOP NASKAH DINAS 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER 

BERITA ACARA 
NOMOR: ................ . 

Pada hari ini . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal 

................................ kami masing-masing: 

1 ......................................................... . 

selanjutnya disebut pihak PERTAMA 

tahun... ... ... ..... . ......... . 

. ........... yang 

(memuat Nama, NIP, Pangkat I Golongan, Jabatan dan alamat) 

2 ................................................................................................. ~ 

selanjutnya disebut pihak KEDUA 

.......................................................................... 

... ..... ........ ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...... ........ . 

Demikian Berita Acara · · .diboat(l 1:ta1a1r11 .. untuk 

dipergunakan sebagaimana mes · 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

Dilakukan dihadapan ; 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

Pihak PERTAMA 
a.n. BUPATI JEMBER 

SEKRETARIS DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 



60. Contoh: BERITA ACARA 

LAMBANG 
DAERAH 

76 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

BERITA ACARA 
NOMOR: ................ . 

Pada hari ini . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . tahun.............. .. ........ . 

. .. .. . . .. . . .. .. . . .. . . . .. .. .. .. . . kami masing-masing : 

1 ............................................... . . .............................. yang 

selanjutnya disebut pihak PERTAMA 

(memuat Nama, NIP, Pangkat I Golongan, Jabatan dan alamat) 

2 .................................................................................................. ~ 

selanjutnya disebut pihak KEDUA 

Demikian Berita Acara ini dibuat fa~rl untu 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

Pihak PERTAMA 
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

Dilakukan dihadapan ; 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 



61. Contoh: NOTULEN 

LAMBANG 
DAERAH 

SIDANG / RAPAT 
Hari / Tanggal 
Jam Panggilan 
Jam sidang / rapat 

Acara 

PIMPINAN SIDANG / RAPAT 

Ketua 

Sekretaris 
Pencatat 

Peserta sidang I rapat 

KEGIAT 

1. 
2. 
3. 
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KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

NOTULEN 

1 .......................................................... . 

2. d~ ................................................... . 
3. Penutup. 

Jember, ........................ . 

PIMPINAN SIDANG / RAPAT 
NAMA JABATAN, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 



62. Contoh : NOTULEN 

LAMBANG 
DAERAH 

SIDANG / RAPAT 

Hari / Tanggal 

Jam Panggilan 
Jam sidang I rapat 
Acara 

PIMPINAN SIDANG / RAPAT 

Ketua 
Sekretaris 

Pencatat 

Peserta sidang I rapat 

1. Kata pem u 

2. Pembaha n 
3. Keputu 

78 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

NOTULEN 

1. ··············· .................. ··············· ......... . 
2. dst .................................................. .. 

3. Penutup. 

Jember, ........................ . 

KEPALA / WAKIL KEPALA / SEKRETARIS 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 



63. Contoh : MEMO. 

Dari 

Kepada 

ISi 

79 

LAMBANG NEGARA 
BUPATI JEMBER 

MEMO 

.............. 

........ . ............ . 

Jember, .................. . 

BUPATI/WAKIL BUPATI 

Tanda tangan atau paraf 



64. Contoh : M E M 0 

LAMBANG 
DAERAH 

Dari 

Kepada 

ISi 

80 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

MEMO 

Jember, .................. . 

NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH, 

Tanda tangan atau paraf 
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65. Contoh: DAFTAR HADIR 

LAMBANG 
DAERAH 

NO. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

st. 

Hari 

Tanggal 

Jam 

Tempat 

Acara 

NAMA 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT 

JABATAN / INSTANSI 

Jember, ......................... . 

NAMA JABATAN PIMPINAN 
PERANGKAT DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 



NO. 

1 
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66. Contoh : DAFTAR HADIR 

LAMBANG 
DAERAH 

NAMA 

2 

BAGIAN/ 
TARIS 

KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH 

DAFTAR HADIR 

BULAN 
MINGGU 

PANGKAT / 
GOL. 

3 

TANGGAL 

p s p s p s p s 
4 5 6 7 8 9 10 11 

KET 

12 

Jember, ........................... .. 

NAMA JABATAN YANG 
BERTANGGUNG JAWAB, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP 



67. Contoh : PIAGAM 

83 

LAMBANG NEGARA 

BUPATI JEMBER 

PIAGAM PENGHARGAAN 
Nomor: .......................... . 

BUPATI JEMBER Dengan ini memberikan penghargaan kepada: 

Nama 

Tempat I tanggal / lahir 

NIP/NRP 

Jabatan 

lnstansi 

................. -t· ... 

... ...... ... ... ... ... ........ ......... .... ... ...... ..... . ........... . 

. ......................................... . 

Jember, .......................... . 

BUPATI/WAKIL BUPATI, 

NAMAJELAS 
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67. PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt.,Plh, dan PJ 

1. Penggunaan a.n 

An. BUPATI JEMBER 
SEKRETARIS DAERAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

An. LURAH PATRANG 
SEKRETARIS LURAH, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

2. Penggunaan u.b 

An. BUPATI JEMB 
SEKRETARIS 

LAS 
Pangkat 

NIP. 

An. CAMAT SUMBERSARI 
SEKRETARIS CAMAT, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 

u.b 
ll(EJ~A BAGIAN ORGANISASI, 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 



3. Penggunaan Pit. 

4. Penggunaan Pih. 

5. Penggunaan Pj 
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Pit. BUPATI JEMBER 
WAKIL BUPATI, 

NAMAJELAS 

Pih. BUPATI JEMBER 
WAKIL BUP A TI, 

NAMAJELAS 



68. Contoh : S T T P P. 

SURATTANDA 

Bupati Jawa Timur berdasarkan PP Nomor 101 
ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa : 

Pas foto 4 X 6 

Nama 
TempaUtanggal lahir 
NIP/NRP 
Pangkat I Gol. Ruang 
Jabatan 
lnstansi 

DIDIKAN DAN PELATIHAN 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan 

~ 
'~_-_::_:_:_·:·~_-_:_::_:_:_:_:_:_:_:_::_·~~-·:·:· .. ·:·:·:·:·:·:·:·:·::·:·:·:·:·:·:·:·::· .. ·.:-:-:-:-:-.:_:_:_:_:_:_::: 

: I 2 2· ~- .. · ._._ ... _ ... ··_·_·. ·_·· .... ·.·.·.·.·_·_ ........................... . 
................................................................... 

LU 

Kualifikasi : ...... 1 d;; ~ .... . 
Pada Pendidikan dan Pelatihan ....................................... Kabu 21te11 ang diselenggarakan oleh Bad an Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Jember dari tanggal ........................... sampai ~ ........... yang meliputi .................... . 

J mber, ..................................... . 

N MAJELAS 



LAMBANG 
DAERAH 
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ENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
~- .... ,,, ........•.•. ,,,,,,,, 

Bupati Jawa Timur berdasarkan PP Nomor 101 
ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa : 

Pas foto 4 X 6 

Nama 
TempaUtanggal lahir 
NIP/NRP 
Pangkat / Gol. Ruang 
Jabatan 
lnstansi 

n Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan 

. .. ............................... 1 ..................................... .. 
~- ............................................................ .. 

....... ········· ................ . 

~:·:::·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.-.-.-.··.·.·.· . .-.-.-.·.-.-.-.-.·.-.-·.·.·.·.·.·_- _ _._._. ................... ·.·.-: 

L~, 

Kualifikasi : . ~ ......... . 
Pad a Pendidikan dan Pelatihan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... K ten Jemt:, r yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Jember dari tanggal ........................... samp · d ..................... yang meliputi .................... . 

\ ~ 
,\_ __ !_)_ Jember, .................................... .. 

~ BUPATI JEMBER, 

NAMAJELAS 
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69. Contoh : STTPP BERSAMA LAN. 

SURATTANDA DIDIKAN DAN PELATIHAN 
Nomor: ............................... ,.____~ 
Nomor : ........................... . 

~--~ 

Lembaga Administrasi Negara berdasarkan PP Nomor l~t, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 
dan ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa : \~-~ 

Pas foto 4 X 6 

Nama 
TempaUtanggal lahir 
NIP/NRP 
Pangkat I Gol. Ruang 
Jabatan 
lnstansi 

LU~ 
Kualifikasi : ....... , .......... ~- .... . 

Pada Pendidikan dan Pelatihan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabu ~en Je~ ang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Jember dari tanggal ........................... sampai e~ ........... yang meliputi ................... .. 

mber, .................................... .. 
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA B PATI/WAKIL BUPATI JEMBER, 

NAMAJELAS 
NIP 

NAMAJELAS 
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Bagian belakang STIPP 

TEMA 

Umum 

Khusus 

AGEND PEMBELAJARAN 

(ditentukan oleh penyelenggara dengan tema um um dan issue aktual setempat) ............................ . 
······················································~··············································································· 
··················· ................................... ·, .... ,.,, ..... ,. ··············· ............................. ··············· .............. . 
......................................................... ~ 

'~=2 c:~~, Jember, ................................... . 

~ KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
~ KABUPATEN JEMBER, 

'~--==~ '~--='--_) 
~ 

NAMAJELAS 
Pangkat 

NIP. 



II. BENTUK, UKURAN DAN ISi STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

A. STEMPEL JABATAN. 

1. Yang menggunakan Lambang. 

,7cm 3,8cm 4cm 

2. Yang tidak menggunakan Lambang. 

.............. .. . . I 

1 cm 2,7cm 

BUPATI 
JEMBER 
LAMBANG NEGARA 

. Contoh Stempel Jabatan KETUA DPRD KABUPATEN JEMBER. 

.0. 
xx 

X 

xx 
XXX 

KETUA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAE RAH 
KABUPATEN JEMBER 
LAMBANG DAERAH 
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B. STEMPEL SA TUAN KERJA PERANGKA T DAERAH 

1. Contoh Stempel SEKRETARIAT KABUPATEN. 

X PEMERINTAH KABUPATEN 
XX JEMBER 
XXX SEKRETARIAT KABUPATEN 

2. Contoh Stempel SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEBER . 

. @. 
xx 

X 
xx 
XXX 

3. Contoh Stempel DINAS DAERAH. 

PEMERINTAH KABUPATEN 
JEMBER 
SEKRETARIAT DEWAN 

E INTAH KABUPATEN 
MBER 

DINAS KESEHATAN 

Stempel LEMBAGA TEKNIS DAERAH . 

. @. 
xx 

X 
xx 
XXX 

PEMERINTAH KABUPATEN 
JEMBER 
INSPEKTORA T 
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5. Contoh Stempel LEMBAGA TEKNIS DAERAH. 

X PEMERINTAH KABUPATEN 
XX JEMBER 
XXX KANTOR INFOKOM 

IT PELAKSANA TEKNIS DAERAH . 

. (~. 
xx 

7. Contoh Stempel KECAMATAN 

.@. 
xx 

8. Co 

9. Contoh Stempel DESA 

.@. 
xx 

X 
xx 
XXX 
XXXX: 

PEMERINTAH KABUPATEN 
JEMBER 
DINAS PERHUBUNGAN 
UPTD PARKIR 

X PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
XX KECAMATANPATRANG 
XXX KELURAHAN JEMBER LOR 

X 
xx 
XXX 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
KECAMAT AN KALI SAT 
KEPALA DESA SUMBER JERUK 
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10. Contoh Stempel SEKRETARIAT DESA 

.@. 
xx 

X 
xx 
XXX 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
KECAMATAN KALISAT 
SEKRETARIAT DESA SUMBER 
JERUK 

11. Contoh Stempel UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH . 

. cry. 
xx 

-~-
xx 

X 
xx 
XXX 
XXXX: 

PEMERINTAH KABUPATEN 
JEMBER 
DINAS PERHUBUNGAN 
UPTD PARKIR 

l"'m111u P<J~I, 

R 
1"1'\,.::).-1'\,t:SEHAT AN 

D/PUSKESMAS 
_AV'\PO'.A : NAMA DESNKECAMATAN 

X PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
XX JEMBER 
XXX DINAS PENDIDIKAN 
XXXX : NAMA KECAMATAN 
XXXXX : SMU NEGERI 3 JEMBER 
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Ill. BENTUK, UKURAN DAN ISi KOP NASKAH DINAS. 

a. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pemerintah KABUPATEN . 

b. Ukuran huruf "3" untuk tulisan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

Contoh 1 : KOP NASKAH DINAS BUPATI 

Contoh 2 

Contoh 3 

Contoh 4 

BUPATI JEMBER 

: KOP NASKAH DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER 
KABUPATENJEMBER 

JI. Kal imantan No. 123 Telp. 0331 - 456 
JEMBE 

TAH KABUPATEN JEMBER 
SEKRETARIA T DAERAH 

udarman No. 1 Telp. 0331 - 424875 Fax 0331 - 425987 
JEMBER 

Kode Pos 68281 

KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DPRD 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATENJEMBER 

JI. Kalimantan No. 123 Telp. 0331 - 456789 Fax 0331 - 456789 
JEMBER 

Kode Pos 68281 



Contoh 6 

Contoh 7 

Contoh 8 

Contoh 10 
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KOP NASKAH DINAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKA T 

JI. Jawa No. 10 Telp. 0331 - 427896 Fax 0331 - 427896 
JEMBER 

Kade Pos 68254 

KOP NASKAH DINAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
KANTOR POLISI PAMONG PRAJA 

JI. Sudarman No. 1 Telp. 0331 - 457823 Fax 0331 - 457823 
JEMBER 

Kode Pos ....... . 

KOP NASKAH DINAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

PEMERINTAH KABUPATEN),9~ 
DINAS PERHUB1~1\:jA[l,II 

UPTD~"""' 
JI. Kyai Wahid Hasyim No. 

RINTAH KABUPATEN JEMBER 
KECAMATANPATRANG 

rikoyo No. 100 Telp. 0331 - 486040 Fax 0331 - 486060 
JEMBER 

Kode Pos 685233 

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
KECAMA TAN SUMBERSARI 

KELURAHAN KEBONSARI 
JI. Letjen Suprapto No. 12 Telp. 0331-412586 Fax 0331-485231 

JEMBER 
Kade Pos .......... . 



Contoh 11 
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KOP NASKAH DINAS DESA 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
KECAMATAN KALISAT 

DESA PLALANGAN 
JI. Sriwijaya No. 102 Telp. 0331-469524 Fax 0331-456321 

JEMBER 
Kode Pos 632147 

IV. BENTUK, UKURAN DAN ISi KOP SAMPUL NASKAH DINAS. 

1. Bentuk. 

Sampul Naskah Dinas berbentuk empat persegi panjang. 

¼F . 

2. Ukuran Huruf. 

Perbandingan huruf 2 : 3 

35cm 

28cm 

28cm 

LEBAR 

30cm 

25cm 

18cm 

14 cm 

a. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pemerintah KABUPATEN. 

b. Ukuran huruf "3" untuk tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah. 



3. Contoh. 

Contoh 1 

Nomor 
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SAMPUL NASKAH DINAS BUPATI 

LAMBANG NEGARA 
BUPATI JEMBER 

Kepada 
.... I .... I .... I ..... Yth. Sdr .......................... . 

di 
Stempel 

Conteh 2 

LAMBANG 

DAERAH 

Nomor 

LAMBANG 

DAERAH 

Nomor 

SAMPUL NASKAH DINAS KETUA DPRD 

DEWAN PERWAKILAN RAKY 
KABUPATEN 

Di 

Kode Pos 

Kode Pos 

SAMPUL NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
SEKRETARIAT DAERAH 

JI. Sudarman No. 1 Telp. (0331) ........... . 
JEMBER 

Kepada 
.... I .... I .... I ..... Yth. Sdr .......................... . 

di 
Stempel 

Kode Pos 



Contoh 4 

LAMBANG 
DAERAH 

Nomor 

Contoh 5 

LAMBANG 
DAERAH 

Nomor 
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SAMPUL NASKAH DINAS SEKRETARIAT DPRD 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

JI ................. No ..... Telp. (0331) ............ 
JEMBER 

Kepada 
.... I .... I .... I ..... Yth. Sdr ........................... 

. ......................... 

di 
Stempel ................... 

Kode Pos 

SAMPUL NASKAH DINAS, DINAS DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
DINAS KESEHATAN 

JI. ................. No ...... Telp. (0331) ...... .. 
JEMBER 

.... I .... I .... I ..... 

Kode Pos 

6 : SAMPUL NASKAH DINAS LEMBAGA TEKNIS 

LAMBANG 
DAERAH 

Nomor 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
SADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
JI. ................ No .... Telp. (0331) .......... .. 

JEMBER 

Kepada 
.... I .... I .... I ..... Yth. Sdr. ........................ .. 

di 
Stempel 

Kode Pos 



Contoh 7 

LAMBANG 

DAERAH 

Nomor 

Contoh 8 

LAMBANG 

DAERAH 

Nomor 
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SAMPUL NASKAH DINAS LEMBAGA TEKNIS 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
KANTOR PARIWISATA 

JI. ................... No ..... Telp. (031) ............ 
JEMBER 

Kepada 
.... I .... / .... I ..... Yth. Sdr ........................... 

. ......................... 

di 
Stempel ................... 

Kode Pos 

SAMPUL NASKAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINA 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
DINAS PERHUBUNGAN 

UPTD PARKI 
JI. . . . . . . . . . . ...... No . . ... T '_,-,,,,...,,, 

J 

di 

Kode Pos 

C oh 9 : SAMPUL NASKAH KECAMATAN 

LAMBANG 

DAERAH 

Nomor 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

KECAMATANPATRANG 
JI. ............ .... No . .... Telp. (0331) ........... . 

JEMBER 

Kepada 
.... I .... I .... I ..... Yth. Sdr .......................... . 

di 
Stempel 

Kode Pos 
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Contoh 10: SAMPUL NASKAH KELURAHAN 

LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
DAERAH KECAMATAN SUMBERSARI 

KELURAHAN KEBONSARI 
JI. ................ No ..... Telp. (0331) ............ 

JEMBER 

Kepada 
Nomor .... I .... I .... I ..... Yth. Sdr ........................... 

. ......................... 

di 
Stempel ................... 

Kode Pos 

Contoh 11 : SAMPUL NASKAH DESA 

LAMBANG 
DAERAH 

Nomor 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
KECAMATAN KALISAT 

DESA PLALANGAN 
JI ................. No ..... Telp. (0331) ...... .. 

JEMBER 

.... I .... I .... I ..... 

Kode Pos 
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V. BENTUK, UKURAN DAN ISi PAPAN NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT 

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER. 

1. 

2. UKURAN. 

a. 

b. 

,rt-i::.,hrli.<in:an ukuran huruf 1 : 2 

kuran huruf" 1 " untuk tulisan "Pemerintah KABUPATEN". 

2) Ukuran huruf" 2 " untuk tulisan "nama Satuan Kerja Perangkat Daerah". 



102 

3. CONTOH PAPAN NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER. 

Contoh: 1 

Contoh: 2 

ntoh: 3 

KANTOR 
BUPATI JEMBER 

n. Sudarman No. I Telp. (0331) 487131 
JEMBER 

PEMERINTAH KABUPATEN--J)~ltit 

SEKRETARIAT~.,__, 

487131 

PEMERINTAH KABUPA TEN JEMBER 

DINAS SOSIAL 

JI. ................. No ..... Telp. (0331) .............. . 
JEMBER 

KodePos 

Kode Pos 

KodePos 



103 

Contoh: 4 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

BADAN PEMBERDA YAAN MASY ARAKAT 

Contoh: 5 

Contoh: 

JI. ................. No ..... Telp. (0331) .............. .. 
JEMBER 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

KANTOR POLIS! PAMONG PRA 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 
DINAS PERHUBUNGAN 

UPTD P ARKIR 

JI. ............... No .... Telp. (0331) ................ . 
JEMBER 

Kode Pos 

Kode Pos 

Kode Pos 
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Contoh: 7 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

1. BAPPEKAB 
JI. ...................... No. 01 Telp. (0331) .............. . 

2. BADAN PENGA WAS KABUPATEN 
n. ...................... No. 02 Telp. (0331) .............. . 

3. KANTOR INFOKOM 
JI. ...................... No. 03 Telp. (0331) .............. . 

Contoh: 8 

Con : 9 

JEMBER 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

KECAMATANPATRANG 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

KECAMATANSUMBERSARI 
KELURAHAN KEBONRSARI 

JI. ...................... No. 03 Telp. (0331) .............. . 

JEMBER 

KodePos 

KodePos 

Kode Pos 



Contoh: 10 
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 

KECAMA TAN KALI SAT 
DESA PLALANGAN 

Jl. ...................... No. 03 Telp. (0331) .............. . 

JEMBER 

ama Madya 
215 199202 1 001 

Kode Pos 




